WALIKOTA MADIUN
SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA,
PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DAN BIAYA AKOMODASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Menimbang

Mengingat

)

WALIKOTA MADIUN,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan

tugas dan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, asas
kepatutan, asas kewajaran dan transparansi, maka Peraturan
Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan
Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai
Badan Layanan Umum Daerah dan Biaya Akomodasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun periu diubah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun
2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat
Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara,
Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dan
Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;



10.

11.

12.

13.

o

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Biaya
Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawal Tidak Tetap,
Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dan Biaya Akomodasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 15
TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP,
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN BIAYA
AKOMODASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 15
Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat
Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara,
Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dan
Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, diubah
sebagai berikut :
1. Ketentuan Lampiran V, Biaya Penginapan, kolom 5, huruf G :
a. nomor urut 12, diubah sehingga berbunyi "1.268.000” ;
b. nomor urut 17, diubah sehingga berbunyi “1.600.000".
2. Ketentuan Lampiran VI, Uang Representatif :
a. kolom 3, Walikota, diubah sehingga berbunyi "600.000”;
b. kolom 4, Wakil Walikota, diubah sehingga berbunyi
"600.000";
c. kolom 5, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah, diubah
sehingga berbunyi “400.000" ;
d. kolom 6, Wakil Ketua DPRD, diubah sehingga berbunyi
“350.000" ;
e. kolom 7, Anggota DPRD dan Eselon IIb, diubah sehingga
berbunyi "150.000".
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2017.



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Madiun.

Ditetapkandi MADIUN
pada tanggal 29 September 2017
WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkandi MADIUN
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya

NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 24/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001



	perwal 23 2017-1
	perwal 23 2017

